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PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.LB
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

SYAFRINA BINTI DAHERLI JAMBAK, NIK 1271145501840005, tempat
dan tanggal lahir Medan, 15 Januari 1984, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan ibu umah tangga, bertempat
tinggal di Dusun |l Kubu Durian Jorong Kubu Anau, Nagari
Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten
Agam, menggunakan domisili Elektronik, Email:
ummaaisyah816@gmail.com, handphone 082125227794;
Penggugat;

Lawan

DEDY SUWARDI BIN MIN SURYANTO, NIK 1271141901780004, tempat
dan tanggal lahir Medan, 19 Januari 1978, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan tukang bangunan, bertempat
tinggal di JL Pukat Banting IV Bantan, Kecamatan Medan
Tembung, Kabupaten Kota Medan, menggunakan domisili
Elektronik, handphone 082161756556;

Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Januari 2023 yang

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung pada hari itu juga
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secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register perkara Nomor

2/Pdt.G/2023/PA.LB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah,
menikah pada tanggal 2 Juni 2006, sebagaimana nyatanya dari Kutipan Akta
Nikah Nomor: 1470/211/V1/2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Percut
Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara pada tanggal 2 Juni
2006;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga
di Medan, selama lebih kurang 12 (dua belas) tahun, terakhir membina rumah
tangga di Medan sampai berpisah;

3. Bahwa selama pemikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai
suami istri, sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

3.1 Thorig Azhmi, laki-laki, lahir tanggal 7 Mei 2007;
3.2 Faiz Haikal, laki-laki, lahir tanggal 30 Mei 2013;
3.3 Aisyah Ayudia Inara, perempuan, lahir tanggal 24 November 2015

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun
dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun mulai tidak rukun dan tidak harmonis,
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena:

4.1 Ekonomi
4.2 Percecokan Tidak Pernah Usai
4.3 Suka Berkata Kasar

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan
Tergugat terjadi pada 20 Mei 2020, karena selisih paham yang akibatnya
Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sekarang Penggugat masih
tinggal di rumah orangtua sedangkan Tergugat tinggal di rumah keluarganya.

6. Bahwa semenjak bulan November 2021 tersebut antara Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lebih kurang selama 2 (dua) tahun

lamanya;
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7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing,
sudah melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan
Tergugat namun tidak menemukan jalan keluar;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon
kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung C.q. Majelis Hakim
Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan
Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Dedy Suwardi) terhadap
Penggugat (Syafrina);

3. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

Aequo et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap
dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya
yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak temyata
ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka
perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya
untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di
persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup

untuk umum, isi dan maksud surat gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di
persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat
didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan
alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat
1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Warga Datang Nomor
473.33/003/PEM/2023 tanggal 4 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh
walinagari Manggopoh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan
telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua

Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1470/211/V1/2006 tanggal 2 Juni

2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten

Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi
1. Upik Enek binti Labai Inik, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Il Jorong Kubu

Anau, Kenagarian Manggopoh, Kecamatan Lubuk basung, Kabupaten

Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah ibu kandung Penggugat;

— Bahwa saski tahu, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami

istri;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina

rumah tangga di rumah orang tua Tergugat, di Medan selama satu

tahun, kemudian pindah ke rumah saksi di Medan, sampai berpisah;
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- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga)
orang anak;

- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 lalu rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis
karena saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak saling tegur sapa
dan sudah tidak sekamar lagi;

- Bahwa saksi tahu, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab
dalam memenuhi nafkah keluarga,Tergugat malas bekerja, Tergugat
menuduh Penggugat selingkuh, jika bertengkar Tergugat pernah
menjambak Penggugat dan Tergugat suka berkata kasar kepada
Penggugat;

— Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah
rumah * telah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya, tepatnya sejak
November 2021, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;

- Bahwa saksi tahu, sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang
menemui Penggugat dan juga tidak pemah mengirim nafkah untuk
Penggugat;

- Bahwa ada upaya damai dari keluarga Penggugat dan Tergugat,
namun tidak berhasil;

2. Indah Permata Sari binti Darherli Jambak, umur 24 tahun, agama Islam,
pendidikan S1, pekerjaan ex mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun I
Jorong Kubu Anau, Kenagarian Manggopoh, Kecamatan Lubuk basung,
Kabupaten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah adik kandung Penggugat;
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- Bahwa saski tahu, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami
istri;

— Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina
rumah tangga di rumah orang tua Tergugat, di Medan selama satu
tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Medan,
sampai berpisah;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga)
orang anak;

- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 lalu rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis
karena saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak saling tegur sapa
dan sudah tidak sekamar lagi;

- Bahwa saksi tahu, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab
dalam memenuhi nafkah keluarga,Tergugat malas bekerja, Tergugat
menuduh Penggugat selingkuh, jika bertengkar Tergugat pernah
menjambak Penggugat dan Tergugat suka berkata kasar kepada
Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah
rumah + telah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya, tepatnya sejak
November 2021, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;

- Bahwa saksi tahu, sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang
menemui Penggugat dan juga tidak pemah mengirim nafkah untuk
Penggugat;

- Bahwa ada upaya damai dari keluarga Penggugat dan Tergugat,
namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya

serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;
Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, Penggugat dan Tergugat
telah melakukan perkawinan secara hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan
pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkaraini
merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan
menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mendalilkan mengenai tempat
tinggal Penggugatyang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Basung
sesuai alat bukti P.1, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama
Lubuk Basung berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima,
memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, Penggugat dan Tergugat
masih terikat sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, maka
Penggugat dan Tergugat sebagai persona standi in judicio memiliki legal standing
sehingga Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang

mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;
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Kehadiran Para Pihak
Menimbang, bahwa pada har dan tanggal persidangan yang telah

ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan
Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir ke
persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan
ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak
hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat diperiksa
dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan
perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 31 ayat (2) PP
Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat pada persidangan dengan jalan memberikan nasihat
kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah
tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai
melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan
Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke
persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan
ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, dengan demikian maksud Pasal 39
ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2)
Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;
Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk
melakukan perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran, yang sekarang antara Penggugat dan Tergugat
telah berpisah tempattinggal sejak bulan November tahun 2021;
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Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat
tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak
pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk
menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta
tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat
tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap
mengakui semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah
Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan
tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan
beralasan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil-dalili Penggugat dalam surat
gugatannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak
bisa disatukan lagi (broken marriage), maka berdasarkan ketentuan Surat Edaran
Mahkamah Agung Rl Nomor 3 Tahun 2018 huruf a angka 1, Majelis Hakim akan
mempertimbangkan secara cukup dan seksama, karena perceraian itu akan
mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari
halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut
pertanggungjawaban dunia akhirat. Oleh karena itu perceraian hanya dapat
dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang
secara nyata telah terbukti, sehingga Majelis Hakim membebankan Penggugat
untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg jo
Pasal 1685 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 (Fotokopi Surat
Keterangan Domisili Warga Datang), dan bukti tersebut menurut ketentuan pasal

285 RB.g juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik
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yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai
cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan terbukti Penggugat sekarang
berdomisili di Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung, sehingga bukti tersebut
telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang
sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.2 (Fotokopi Kutipan Buku
Nikah), dan bukti tersebut menurut ketentuan pasal 285 RB.g juncto pasal 1868
KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang
berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan
aslinya maka sesuai Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020
Tentang Bea Meterai dan terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu
perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan
Tergugat mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi
injudicio) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta
mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat
terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat
perkawinan sejak tanggal 2 Juni 2006;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan
secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh
karenanya Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat
formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg. jo
Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. jo Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat
mengenai terjadinya perselishan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh saksi, dan saksi
mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 1
(satu) tahun 2 (dua) bulan yang lalu, sejak itu tidak pernah lagi saling mengunjungi

dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga
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sekarang, keterangan tersebut telah mendukung dalil yang harus dibuktikan

Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi

persyaratan materil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan

ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 309 RB.g;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Penggugat telah
memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti
saksi yang diajukan Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai
alat bukti dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas dan
dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, telah diperoleh fakta
hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pemikahan pada
tanggal 2 Juni 2006 di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orang tua Tergugat di Medan, selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke
rumah orang tua Penggugat di Medan, sampai berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis
karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 dan telah
berpisah tempat tinggal sejak sekitar 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan yang lalu,
tepatnya sejak bulan November 2021, sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak
pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban
masing-masing sebagai suami istri hingga sekarang;

- Bahwa ada upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak

berhasil;
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Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 meminta agar
Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat,
akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada
cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri
dan pengadilan telah berusaha serta tidak berhasil mendamaikan kedua belah
pihak;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian sesuai dengan ketentuan
pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022, antara
suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah
tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi atau telah berpisah tempat
tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa
unsuryang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya alasan dimana suami istri tidak akan dapathidup rukun sebagai suami
istri;

2. Telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri
sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali atau telah berpisah tempat
tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu
persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga
Penggugatdan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah

memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;
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Menimbang, bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 dengan demikian unsur
pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula Tergugat dan Penggugat
sering bertengkar karena Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh,
Tergugat kurang peduli dengan biaya rumah tangga, sehingga Penggugat harus
bekerja jualan kue. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara
Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan
November 2021 kurang lebih telah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan hingga sekarang,
sehingga suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, dengan
demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat
untuk rukun kembali dengan Tergugat di setiap persidangan sesuai ketentuan pasal
31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil,
dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang
terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga rumah
tangga menjadi pecah (broken marriage) dan sudah tidak mungkin untuk dapat
dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian
sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula
yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 379/K/AG/1995 tangal 26 Maret 1997
yang abstraksi hukumnya menyatakan “apabila suami isteri terjadi perselisihan dan
terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan
perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f)”;
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Menimbang, bahwa mempetahankan rumah tangga yang selalu terjadi
perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka bahkan
akan mendatangkan kemudaratan bagi Penggugat, sementara sebuah kaidah figih
menyatakan:

cladl Qla Je s auldall ¢

“Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan
(kebaikan)”

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim menceraikan Penggugat untuk
menolak kerusakan lebih baik dari pada mempertahankan rumah tangga dengan
Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menunjukkan keinginannya
yang sedemikian kuat untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun MajelisHakim
telah menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan
Tergugat, maka dalam keadaan yang demikian ajaran Islam membenarkan Hakim
untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu, sesuai dengan dalil dalam
Kitab Ghoyat al-Muram Li al-Syarhil Majdi sebagai berikut:

Al ol ade 3l leas)l Al Al s sl

“Apabila sudah sangat kuat ketidaksukaan (kebencian) istri kepada suaminya,
maka Hakim dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu ’;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak
keluarga dan/atau orang dekat Penggugat, yang dalam hal ini sekaligus sebagai
saksi, sehingga ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenubhi
unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
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tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu antara suami dan istri terus menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam rumah tangga atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam)
bulan, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah
berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba’da dukhul) dan berdasarkan
catatan status perkawinan dalam bukti (P) antara Penggugat dan Tergugat belum
pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan
adalah talak ke satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum
Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain sughra, oleh karenanya
petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra
Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara
Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya
perkara dibebankan kepada Penggugat;
Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;
Amar Putusan
MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Dedy Suwardi bin Min
Suryanto) terhadap Penggugat (Syafrina binti Daherli Jambak);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah

Rp364.000,00 (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);
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Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada
hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil
Akhir 1444 Hijriah, oleh Osvia Zurina, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Ayu Mulya,
S.H.I, M.H. dan Derry Damayanti, S.H.I sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri
para Hakim Anggota tersebut dan Dra. Elni sebagai Panitera Pengganti, serta
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Osvia Zurina, S.HI.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Derry Damayanti, S.H.I Ayu Mulya, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Elni
Perincian biaya :
- PNBP :Rp  60.000,00,-
- Proses ‘Rp 50.000,00,-
- Panggilan Rp 244.000,00,-
- Meterai :Rp 10.000,00.-
Jumlah *Rp 364.000,00,-

(tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



